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Abstrak 

 

Ketentuan pidana pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana 

korupsi, yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, memberikan 

hukuman alternative berupa pidana pengganti terhadap terpidana yang tidak 

sanggup mengembalikan kerugian Negara. Sebagian besar terpidana korupsi 

memilih menjalankan pidana pengganti dari pada mengembalikan kerugian 

Negara. Akibatnya uang Negara yang dikorupsi tidak terpulangkan, hakikat 

kerugian Negara tidak teratasi. Ini adalah penelitian normative dengan tujuan 

mengidentifikasi hukum terkait norma-norma yang harus dimasukkan dalam 

hukum positif. Penelitian ini berhasil merumuskan konsep-konsep norma hukum 

positif terkait penguatan tindak pidana korupsi. Konsep norma tersebut dipandang 

mampu melahirkan kembali politik hukum pemberantasan korupsi yaitu meraih 

keadilan ekonomi. 

 

Kata Kunci : Norma hukum positif pengembalian kerugian Negara 

Pemberantasan Korupsi 
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ABSTRACT 

 

Criminal provisions for repayment of state financial losses in a criminal act of 

corruption, which are regulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999, provide 

alternative penalties in the form of criminal substitutes for convicts who are 

unable to recover state losses. Most corruption convicts choose to carry out 

criminal substitutes rather than return state losses. As a result, the corrupted state 

money is not repatriated, the nature of state losses cannot be overcome. This is a 

normative study with the aim of identifying laws related to norms that must be 

included in positive law. This research succeeded in formulating positive legal 

norm concepts related to strengthening criminal acts of corruption. The concept of 

the norm is seen as being able to regenerate the law of corruption eradication 

politics that is achieving economic justice. 

 

Keywords : positive legal norms, restitution of state losses, eradication of 

corruption 
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